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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya ................

( Al- Bagaroh: 286 )

Tidak semua apa yang diharapkan bisa terwujud, tapi satu
hal yang bisa didapat dari itu adalah bagaimana proses
menuju pencapaian itu dilakukan.

Sambutlah  dengan  kebaikan apabila  keburukan
mendatangimu.
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ABSTRAK

Mudarabah merupakan salah satu kerjasama antaabamasian bank
dengan prinsip kepercayaan. Akan tetapi, karena paaiza sekarang semakin
bobroknya moral seseorang dalam hal kejujuran, npikak bank pun meminta
jaminan dari nasabah apabila mengajukan permohpaarbiayaan mudarabah
yang nilai jaminannya harus lebih dari dana yamingam. Dari sisi fikih hal itu
telah meyalahi aturan, tapi menurut Djuhaendah Masanya jaminan berfungsi
untuk menjamin dan mengikat nasabah dalam mengémbadlana (kepastian
hukum dan perlindungan hukum). Penulis merasarilerizntuk melakukan
penelitian bagaimana mekanisme jaminan dalam aketbjayaan mudarabah di
PT. Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Adapun yaagjaui pokok masalah
dalam penelitian ini adalah apa dasar pemikirangyditerapkan Bank BNI
Syariah Cabang Yogyakarta menerapakan jaminan dalkad pembiayan
mudharabah dan bagaimana tinjauan hukum Islamdaphaenerapan jaminan
dalam akad pembiayaan mudharabah yang diteraplen Bdnk BNI Syariah
Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapand@eid research yang bersifat
preskriptif analistik yang berlokasi di PT. Bank BSyariah Cabang Yogyakarta.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara ¢f@ptowawancara kepada
bagian Pemasaran dan Personalia Bank BNI Syarialan@alkyogyakarta.
Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudianalisis dengan pendekatan
normatif dan teknik analisis deduktif-induktif yadglasarkan pad@/agasid asy-
Syar‘ah, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan batli& mendapatkan
jawaban yang realistisdan sesuai dengan syariah.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa konsepepapan jaminan
dalam akad pembiayaan mudarabah diterapkan dB&ik BNI Syariah Cabang
Yogyakarta. Secara praktik penerapan jaminan dakakad pembiayaan
mudarabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Yogyaksutdah sesuai dengan
prinsip Syariah. Dalam hal ini Bank BNI Syariah CadpaYogyakarta memiliki
beberapa alasan kenapa menerapkan hal terseitthraya adalah menghindari
penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak ssugan kontrak , sehingga
dalam menjaga hartanya itu pihak Bank BNI SyarialbaBg Yogyakarta
menerapkan jaminan dalam setiap produk pembiayddmsusnya pada
pembiayaan mudarabah.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian dewasa ini mengakibatiamyaknya
permintaan/kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan mletyarakat, entah itu
untuk usaha, kredit kendaraan dan rumah atau kegethinnya yang bersifat
primer dengan cara yang mudah dan aman.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan ya@ag pokoknya
adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharagkagan dana dimaksud
dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yangubdkart oleh masyarakat
itu sendiri Akan tetapi, karena kurangnya kepercayaan kepaskbah dewasa
ini, mengakibatkan pihak bank ekstra hati-hati elalmemberikan dana kepada
nasabah dengan cara meminta jaminan kepada nagab&palagi dalam dunia
perbankan dikenal yang namangaudential banking yaitu unsur kehati-hatian
dalam setiap transaksi pembiayaan. Karena bagapuanaeminta jaminan
kepada nasabah sangatlah penting untuk kepentpagarpihak, khususnya untuk
pihak bank sendiri sebagai peminjam dana.

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jasecara yuridis
adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalanamem kredit atau dalam

hutang piutang atau kepastian realisasi suatu gsiegialam suatu perjanjian.

1 veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan
Aplikasi Cet. | (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), him. 679.
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Kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatargem. Kepastian hukum ini
adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalablaga-lembaga jaminan.

Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengapemberian dana
atau kredit, maka secara garis besar ada dua maeatok jaminan, yaitu
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jamgwaq yaling diminati oleh
pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur ddgeinan kebendaan.

Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan kebendaan meaaph#k mutlak
atas suatu benda tertentu yang dijadikan objeknamuntuk suatu ketika dapat
diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutarglaamkebitur melakukan
cidera janji (wanprestgsiDi dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda
tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dgteatek jaminan kebendaan
lebih disukai dari pada jaminan perorangan kareifatnga yang lebih
menguntungkan pihak kreditir.

Hal itulah yang terjadi sekarang ini pada pembiayaadarabah. Di mana
pihak bank menetapkan aturan kepada setiap nasabghng akan melakukan
transaksi mudarabah dengan meminta jaminan. Sedanpda dasarnya dalam
pembiayaan mudarabah itu adalah kepercayaan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilalanusia yang sudah
dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Halbokan berarti bahwa hukum
Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tketegna memang salah
satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan detmhatan dan

menghindari kerusakanimafsadah). Sesuai dengan kaidah Islam, bahwa

2 Djuhaenda HasarRerjanijan Jaminan Dalam Perjanjian KrediBroyek Elips dan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 188870



menetapkan suatu kaidah harus didasari oleh mad@ndujuan yang jelas dan
tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, depgaetapan yang sesuai
dengan lima tujuan syaraiaqasid asy-Syari'ah) yaitu diantaranya :

1. Memelihara Agama

2. Memelihara Jiwa

3. Memelihara Akal

4. Memelihara Keturunan

5. Memelihara Harta

Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta merupakan sebuaatk bslam

nasional yang cukup terkemuka yang telah menetap&aarapan jaminan dalam
pembiayaan mudarabahnya. Di mana kepada calon resaba/ang ingin
mengajukan permohonan tersebut disyaratkan safahysamemberikan jaminan
kepada pihak bank yang mana nilai jaminannya ituushamelebihi dari
peminjaman dana, sebagai penjamin dalam melunagndmya. Hal ini
ditegaskan dalam perjanjian kontraknya yang dikelasdi Pasal 1 angka 1 yang
mengatakan bahwa jaminan atau agunan dalam pembiayadarabah, baik itu
benda yang bergerak atau tidak bergerak guna mangatam pelunasan hutang
nasabah kepada bank. Sedangkan dalam Pasal l@ndken bahwa apabila
barang jaminan telah menurun nilai harganya (riiiga jaminan kurang dari
peminjaman dana) dari perjanjian semula, pihak bakan melakukan

pembaharuan kontrak dengan pihak nasdbah.

* Form Akad Pembiayaan Mudarabah Bank BNI Syariare@gly ogyakarta



Menerapkan jaminan dalam pembiayaan mald& merupakan hal yang
sangat dilematis untuk diterapkan, maka dari itnufie merasa tertarik untuk

menelitinya di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dapek kelegalannnya.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, deglkat diambil pokok
masalah sebagai berikut:
1. Apa dasar Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta menaraggminan
dalam akad pembiayaamdarabah?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adamyaan dalam
akad pembiayaamudarabah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah

Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan ipaimg penulis capai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana proses dan aplikasi parerapan jaminan
dalam akad pembiayaamudarabah di Bank BNI Syariah Cabang
Yogyakarta.

2. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang jaminaland akad

pembiayaamudarabah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.



3. Guna mengetahui pandangan hukum Islam tentang jandalam akad
pembiayaammudarabah yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang
Yogyakarta.

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Dengan menggunakan kerangkagasid asy-syari'ah penulis dapat
mengetahui sejauh mana adanya jaminan dalam akaubigpgan
mudarabah itu bisa diterapkan dan kriteria jaminan sepepa &aja
yang diperbolehkan dalam akad pembiay@adarabah.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembarnganhukum
Islam, khususnya dalam hal jaminan dalam hukummisigang
diterapkan dalam akad pembiayaandarabah, serta dapat menambah
bahan-bahan kepustakaan.

c. Memberikan informasi bagaimana pengaturan jamirzeny iterapkan
dalam akad pembiayaamudarabah di Bank BNI Syariah Cabang
Yogyakarta.

d. Memberikan gambaran tentang jaminan seperti apa sang
diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Yogyakadkard akad
pembiayaamudarabah.

2. Kegunaan Secara Praktis
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dsaan untuk

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilyang

diperoleh.



b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatt bangku
kuliah dengan kenyataan di lapangan.

c. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi senmihak yang
berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenaabagna penerapan
jaminan yang sesuai dengan kaidah Islam dalam alkeadbiayaan

mudarabah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus ndakentuk skripsi
mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan rdafékad Pembiayaan
Mudarabah (Study di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)” belada, akan
tetapi penelitian mengenai hal itu yang dilakukatechpat yang berbeda memang
sudah ada. Seperti Tri Mulyani dalam skiripsinyag/aerjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Jaminan dalam Aksihdarabah di BMT Amanah Desa Gulon
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, dari hasiélgEamnya dikemukakan
bahwasanya adanya penerapan jaminan di BMT Amandhhatanya sebagai
salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiaygada pedoman umum
pembiayaan standar adalah 125% dari jumlah pinjanakan tetapi pada
pelaksanaannya hanya mengambil 70% dari jumlahamiap dengan tujuan
kemaslahatan dan tidak memberatkan pemirfjam.

Zamroni dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam TedmdPenerapan

Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, skripsi mendeskripsikan

4 Tri Mulyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jamindalam Akad Mudarabah di
BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam KabupateneMag’, Skripsi Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak dipibBikan.



bahwa salah satu produk pembiayaan di BMT BIF ya@mnbiayaan mudarabah,
menerapkan jaminan untuk menghindari kredit mabDemn hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan dalam peadnayudarabah di BMT
BIF sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan apiet dari sisi
pertanggungjawaban kerugian BMT BIF dikatakan befesuai dengan aturan
hukum Islam dikarenakan belum berani menanggunglakefan modal dari
investasinya.

Selain itu, ada juga “Kajian Jaminan pada Fatwa DeSyari'ah Nasional
No. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayadndarabah”, yang diteliti
oleh Khambali dari Jurusan Muamalat Fakultas Skdtaiversitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskagskipun sudah ada Fatwa
DSN yang mengatur tentang pembiayaanlarabah yang mana salah satu isinya
dikatakan bahwa boleh meminta jaminan kepadarib, akan tetapi itu tidak
menjadikan bahwasanya meminta jaminan itu diwajibkanena pada dasarnya
tetap dalammudarabah itu adalah suatu kepercayaan antatdarib dansahib al-
mal®

Pengamatan penulis melalui internet juga menemuieberapa skripsi
yang berhubungan dengan judul diatas adalah “Tamjddukum Islam Terhadap
Pembiayaan Mudarabah (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000)”, dalam penelitiannya yang dilakukan loleuthfi Arif diperoleh

°Zamroni,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapamidean di BMT BIF
Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syaridan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2011). Tidak dipublikasikan.

® Khambali, “Kajian Jaminan pada Fatwa Dewan Syhrildasional No. 7 DSN-
MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah”yi@Sk Fakultas SyariahUIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak dipublikasikan.



bahwa Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yanglikidugas untuk
menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai  syariahlanda kegiatan
perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatas jenis-jenis kegiatan
keuangan syariah. Sehingga, walaupun pada dasarai@n dpembiayaan
mudharabah tidak ada yang namanya jaminan, harasseduah aturan yang
memayungi hal itu untuk mencegah risiko yang tinfbul

Ada juga Irawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan ufukUniversitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang beaxjudplikasi Agunan dalam
membiayaanMudarabah dan Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk.). Dalam skripsi ini dibahas mengemglikasi agunan dalam
pembiayaan mudarabah dan murabahah. Tinjauannya adalah pada teknis
operasional pembiayaamudarabah dan murabahah di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk. Bank Muamalat Indonesia terlebihutia memperhatikan situasi
dan kondisi calon nasabah pembiayaan dengan amaishiayaan. Dari mulai
analisa proposal pembiayaan, dokumen dan arsip nestrmatif, dan juga
kelayakan pembiayaan. Termasuk juga di dalamnyahds tentang jaminan apa
saja yang dapat dijadikan agunan dan nilai jamieasebut. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa pada hakikatnya jaminan tidajumthkan dengan tujuan

menzolimi namun diposisikan untuk mengganti kemgia

"Luthfi Arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap PembéanMudarabah (Studi Analisis
Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000)”, Skripsi Fakas Syariah dan Hukum Program
Muamalat Konsntrasi Perbankan Syariah Universisam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(2008). Tidak dipublikasikan.

8rawati,“Aplikasi Agunan dalam membiayaamudarabah danMurabahah (Studi Kasus
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.), Skripsi Falail&yariah dan Hukum Program Muamalat
Konsntrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Nejarif Hidayatullah Jakarta (2007). Tidak
dipublikasikan.



Adapun dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ah. akmlddin Lathif,
M.Ag, MH., seorang dosen dari Fakultas Syariah dakuHUUIN Jakarta yang
berjudul “Jaminan dalam Pembiayaatudarabah”,® dikatakan bahwa dalam
konteks perbankan, pembiayammndarabah adalah akad kerjasama usaha antara
bank sebagai pemilik danaafiib al-mal) dan nasabah sebagai pengelola dana
(mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah agierb hasil
(keuntungan atau kerugigprofit and loss sharingmenurut kesepakatan dimuka.

Dalam pembiayaamudarabah hubungan antara pihak bank dan pihak
nasabah, pengelola dana didasarkan atas prinsigerdes@an (amanah),
maksudnyamudarib dipercaya untuk mengelola damaudarabah, dia tidak
dikenakan ganti rugidhaman) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang
menimpanya selama tidak disebabkan atas kelaldaoerobohannya, atau
tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjléarena kepercayaan
merupakan prinsip terpenting dalam transaksi peyabia mudarabah, maka
mudarabah dalam istilah bahasa Inggris disebutist financing atau trust
investment Prinsip inilah yang membedakan pembiayaan yangggunakan
akadmudarabah dengan akad-akad lainnya.

Meskipun ada ketidaksesuaian antara fikih klasik plakteknya sekarang
ini tentang permintaan jaminan kepada nasabah, rgese jaminan dalam
pembiayaarmmudharabah disebabkan hanya untuk memastikan kinetjalharib

sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

° http/www.uin-jakarta.ac.id dan http://azharuddihificom. Diakses tanggal 07 Oktober
2011.
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Beberapa skripsi di atas telah mewakili dari sksghsipsi lain yang
menerangkan mengenai penerapan jaminan dalam &kabigyaan mudarabah.
Hanya saja lingkup pembahasannya masih sebatagebtigaimana penerapan
jaminan itu bisa terjadi dan alasan-alasan hdiga dilakukan. Akan tetapi, dasar
penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudarabaim berlalu mendalam,
yang tentunya akan penulis lakukan.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian sebghuryang penulis
temukan jelas sekali perbedaannya dengan penegjitiag akan penulis lakukan,
walaupun sama-sama membicarakan masalah jaminam dgtad pembiayaan
mudarabah, namun secara objek bahasan terdapat perbedaanlisPdalam
penelitian ini akan lebih mengkaji dasar kelegalan suatu penerapan jaminan

dalam akad pembiayaamdarabah.

E. Kerangka Teoritik
1. Jaminan dalamqmudarabah

Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua piha&rdi pihak
pertama f{ahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha senadarabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedargpabila rugi ditanggung
oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akkedalaian si pengelofs.

Mudarabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam satarbentuk

musyarakah (perkongsian). Namun para cendekiawan fikih Islanmetakkan

Ysyafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktefdakarta: Gema Insani, 2001),
him. 97.
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mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landageimhtersendiri,
yaitu':

Firman dalam al-Qur'an:
o b e Ot 2V 3 O O s

Adapun jenis daninudarabah adalaf®:
a. Mudarabah Mutlagah (:\ﬁuﬂﬁ 4 Jbag)

Yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atsarasahib al-mal
selaku investor dengamudarib selaku pengusaha yang berlaku secara luas.
Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasanntertdaik dalam jenis usaha,
daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intipgagusaha memiliki
kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sgsogan peluang bisnis

yang ada.
b. Mudarabah Mugayyadah(d:e 43 jliax)

Ini kebalikan darimudarabah mutlagah. Yang dimaksudmudarabah
mugayyadahyaitu kerja sama dua orang atau lebih ankawab al-mal selaku
investor dengan pengusaha selatadarib, investor memberikan batasan tertentu

baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat.

1 Wirdyaningsih, dkk.Bank Dan Asuransi Islam Islam di Indonesfaet. | (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2005), him. 115.

L2Al-Muzzammil (73): 20

13 Muhammad RidwanManajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)Yogyakarta: Ull
Press, 2004), him. 98-99.
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Adapun untuk jaminan dalam akadidarabah, seperti telah disinggung di
latar belakang masalah bahwa tidak ada yang namjmmysan dalam akad
mudarabah, karena prinsip dasar darimudarabah adalah  murni
kepercayaali.Akan tetapi, apabila dalam kenyataannya ada pemergminan
dalam akad pembiayaamudarabah, tidak ada masalah selama itu demi

kemaslahatan dan tidak ada dalil yang mengharamkan.

Bl 2 Je s Juy oF Y asU Y ablall 3 oY)

a. Maqasid asy-Syari'ah

Secaraugawi (bahasa)magasid asy-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni
maqasid dan asy-syari'ah. Magasid adalah bentuk jama’ damagsud yang berarti
kesengajaan atau tujuan. Dalam beberapa Bykuiah secaréugawi (bahasa)
berarti sl J a3 o 154l yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju
sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalen akah sumber pokok
kehidupart?

Islam hadir ke dunia sebagai suatu pedoman hidugi b@anusia,
Zainuddin Ali berpendapat:

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yangibedsirahmatan

li al "alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara raemygel
menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani damgas serta untuk

14 Makhalul Imi SM, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari@fpgyakarta:
Ull Press, 2002), him. 33.

15 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Cet. | (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006)

¥1bid., him. 61.



mengatur tata kehidupan manusia, baik secara @divmaupun
bermasyarakat.

18 nedaldde~ MYL :,L;.l.wj Le
Hukum Islam ditegakkan memiliki tiga sasaran, y&ftu

Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi ®rmb
kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakgkunganny&® Hal ini
ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang diatkan, yang mana itu semua
dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari segalaggem kotor serta
mempererat kesetiakawanan sosial. Apa yang dima#endan membersihkan
jiwa disini tidak hanya jiwa pada individu setiapang, namun juga jiwa yang
terdapat dalam masyarakat.

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam; adik b
menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimipumadalam berhubungan
dengan pihak lain (non muslirf.Adil dalam hal ini menyangkut mengenai
keadilan dalam hukum, peradilan serta dalam hahbamalah dengan pihak lain.
Dalam Islam setiap manusia memiliki kedudukan yserga dalam hukum. Islam
tidak memandang strata sosial, kaya maupun mis&land keadilan hak dan

kewajiban masing-masing individu.

17 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar limu Hukum Islam di Indonégikarta: Sinar
Grafika, 2008), him. 10.

18 al-Anbiyd (21): 107.

¥ Muhammad Abu ZahraH/shul Figih alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet. XI.
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), him. 543.

“Ibid.

pid., him. 544.
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Ketiga, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicgpag harus
terdapat dalam setiap hukum Islam, ialah nieglékemaslahatary.

Bakri menulis tentang pengertiamagasid asy-Syari'ah menurut al-Syatibi
adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh RAIBWT yang berintikan
kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagihaakhirat. Setiap
persyariatan hukum oleh Allah SWT mengandungasid (tujuan-tujuan) secara
umum ditujukan untuk kemaslahatan bagi umat maritisia

Syathibi membagimagasid atau masalih menjadi tiga tingkatan, yaitu
untuk menjamin hal-hal yangdaruri atau pasti (kebutuhandaruriyyat),
pemenuhan kebutuhanajiyyar (diperlukan) dan kebutuhan akan kebaikan-
kebaikan (kebutuharrahsinivaf). Setiap hukum Syar'tidaklah dikehendaki
padanya kecuali salah satu dari tiga hal terselautgymenjadi penyebab
terwujudnya kemaslahatan manusia. Ketiga hal tetselenmupakan suatu yang
bersifat hierarkig’Artinya bahwa kebutuhantassiniyat tidak boleh dipenuhi
selama belum terpenuhinya kebutuhagiiyyat. Sedangkan kebutuhakwjiyyat
tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya Kebandaruriyyat.

Magasid daruri ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikena
dengan istilah kebutuhan primer. Kepentingan hithamusia yang bersifat primer

(daririyyaf) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara lolium Islan?®

2bid., him. 548.
Bpid., him. 167.

24 Ghofur Anshori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indanes
(Yogyakarta: Kreasi Total Media), him. 32.

%5 Mustofa dan Abdul Wahidsukum Islam Kontempordfakarta: Sinar Grafindo), him.



Bila kebutuhandaruriyyat ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kerusakasal/ih mengakibatkan
terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat rakigtkan hilangnya
keselamatan dan rahnfat.

Termasuk dalamnaslahah daruri terdiri dari kelima bidang berikutin
(agama),Nafs (jiwa), Nasl (keluarga atau keturunan)yZa/ (harta), dan Aqgl
(akal)?’

Magasid asy-syari'ah merupakan suatu pendekatan filsafat dalam Islam,
yang kemudian nantinya dengan pendekatamgasid asy-syari'ah mampu
berperan dengan baik dalam memberikan alternatifmepahan terhadap
permasalahan-permasalahan hukum yang muncul demiagana mencapai suatu

kemaslahataff

2 slall mbs g ALl Ol

F. Metode Penelitian
1. JenisPendlitian
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakamghi&an lapangan
(field research) yaitu penelitian secara rinci satu subyek tunggatu kumpulan
dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian nierupakan penelitian

kualitatif yang diperoleh penulis berdasarkan ditia lapangan.

%6 Khalid Mas'ud,Filsafat Hukum Islantet. 1, (Bandung: Pustaka), him. 245.
Z|bid.
8 Asafri Jaya Bakrikonsep Magashichim., 157.

29A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih him., 8.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif — analistik d@gm menjelaskan data yang
ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberileniggan dari sudut pandang
hukum Islam tentang penerapan jaminan dalam akasbipgaanmudarabah
dengan kerangka teatiagasid asy-syari'ah. Dari pengolahan data penelitian akan
dapat diketahui dengan jelas penerapan jaminanmda#ad pembiayaan
mudarabah kesesuaiannya dengan hukum Islam. Objeknya dilakdkBank BNI
Syariah Cabang Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar daestkan
informasi dan data lapangan secara langsung daponelen yang dianggap valid
dan tidak didapat dari dokumentasi. Bentuk wawangamag akan penulis
lakukan adalah wawancara secara terstruktur dak tierstruktur. Wawancara
terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan ydag diajukan teratur dan
tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlulsstlangkan wawancara tidak
terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimnokahknya ada pertanyaan
yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yanglsutisiapkan yang dirasa
perlu.
Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada :

1) Bagian pemasaran

2) Personalia
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b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data un@khinggalan
tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termdswu-buku tentang pendapat,
teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang bennodpan dengan masalah.
4. Teknik Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelpagkaaliditas,
dan relevansinya dengan objek kajian.

b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data, selanjutdifarmulasikan
pokok permasalahan sesuai dengan kajian.

c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tetseangan
menggunakan teori yang bersumber dari dalil maugan hasil
pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpahg benar.

5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatanatif, yaitu
penulis menjelaskan masalah yang dikaji dengan aatau hukum Islam atau
hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalamtbk fikih.
6. AnalissData
Dari data yang terkumpul penulis berusaha mengasalengan metode
induktif. Yakni diawali dengan mengemukakan teeoft untuk selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus daril Inget. Dalam hal ini
penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai halgeeai konsep jaminan dan
akad mudharabah, lalu magasid asy-syari'ah dalam hukum Islam. Setelah itu

dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi laha bab, antara
bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesgarg utuh dan saling
berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapab bab. Untuk
mempermudah pemahaman, maka susunannya dapatldijelsebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang rtigdiygy bab antara
lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujpemelitian, kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, mhetpenelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, dalam laporan ini membahas tentang g@mdalam akad
mudarabah danmagqasid asy-syari‘ah, di mana dalam hal ini diterangkan mengenai
konsep akadmudarabah, landasan teori serta macam-macamnya. Kemudian
menjelaskan mengenai jaminan dalam perspektif hukositif dan perspektif
hukum Islam, lalu mengenai teotinagasid asy-syari'ah yang mencakup
pengertian, dasar teori, serta tujuan aatiasid asy-syari'ah.

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelasgerai pokok
bahasan yang diteliti dalam laporan ini membahatsutgy sejarah berdirinya bank
BNI Syariah, produk-produk, struktur dan produkgark dari bank BNI Syariah
itu sendiri. Dilanjutkan mengenai bagaimana pergatwdan aplikasi jaminan
dalam akad pembiayaamdarabah di bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Bab empat, untuk memperoleh hasil penelitan makaulis akan

melakukan analisis dengan menggunakan kerangkasid asy-syari'ah terhadap



penerapan jaminan dalam akad pembiayaaxarabah yang dilaksanakan di
bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
Bab lima dalam laporan ini membahas tentang penyaumg terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, makat ddisimpulkan

bahwa dasar Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta datemerapkan

jaminan akad pembiayaan mudarabah adalah :

a.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indondsiamor:

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiaya®udarabah (Qirad).

. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/10/PBI/2009%tamntUnit Usaha

Syariah.

. Menghindari risiko yang dilakukan oleh nasabahgesggide treaming

yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan sepedidiaebut dalam
kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja,

penyembunyaian keuntungan oleh nasabah, bila nasgbédak jujur.

2. Penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudarab&ané BNI

Syariah Cabang Yogyakarta menurut hukum Islam dalkgat sah karena

sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengaartujtegasidu asy-

Syariah yakni Jlall Jass (menjaga harta).

100
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B. Saran-Saran

1. Pemahaman konsep penerapan jaminan, khususnya gedarbiayaan
mudharabah, hendaknya dipahami oleh pengelola bank secara daa
praktek karena hal ini bagian dari konsep yang a&apgnting dalam
pembiayaan tersebut, sebagaimana dalam operadsian&] masyarakat
telah mengenal bank sebagai lembaga keuangan gaipgsis syariah.

3. Pihak bank tetap menjaga dan meningkatkan kualéag telah dipercaya
oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yangdoenpe kepada Al-
Qur'an dan Sunnah.

4. Sebagai anggota atau nasabah, hendaknya menggudakan sesuai
dengan syariat Islam dan mengembalikannya padauwgkhg telah

ditentukan atau dengan tidak berlarut-larut menyresabayaran.
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DAFTAR TERJEMAHAN

NO |HLM | F.N |

TERJEMAHAN

BAB |

1

11

12

Dan yang lain berjalan di bumi mencari selragarunia
Allah.

2

12

15

Asal muamalat itu adalah halal kecuali addél gang
mengharamkannya.

13

18

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkatuky
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

15

29

Meraih kemaslahatan dan menolak kemudimarata

BAB I

21

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagianrkai
Allah.

21

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan he
sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mud
nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menu
lembah, serta tidak membeli hewan ternak.
persyaratan itu dilanggar, ia (mudarib) harus mggang
resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Alta
didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.

harib-
runi
Jika

S

21

Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandw@ngah:

jual beli tidak secara tunai, mugaradhah (muddmgk
dan mencampur gandum dengan jewawut u
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Da
Ntuk

23

12

Asal muamalat itu adalah halal kecuali adél glang
mengharamkannya.

28

18

Mereka menjawab, “Kami kehilangan alat takdan
siapa yang dapat mengembalikannya akan mempe
(bahan makanan seberat) beban unta, dan aku janiin

roleh
i

10

30

21

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang k#dak
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah
barang jaminan yang dipegang.

ada

11

30

22

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menrbadian
makanan dari seorang Yahudi secara menghu
kemudian belian meninggalkan baju besi beliau sah
jaminan atas hutangnya.

lang,
ag

12

38

36

Kemudian kami jadikan kamu berada di stiasu syaria
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutdgdriat
itu.

t

13

38

37

Dia telah mensyari‘atkan bagi kamu tentgmma ap:
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa
telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telaln
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yya
tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah

3]
yang
kam
litu:
belah




tentangnya.

14

40

40

Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewaju
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

15

40

41

Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahlatanba.

16

41

46

Mereka Kami utu selakt rasu-rasu pembaw berila
gembira dan pemberi peringatan agar supaya tiad&
alas an bagi manusia membantah Allah sesudah dyatt
rasul-rasul itu.

usn

17

41

48

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkatuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

18

42

SC

Allah tidak hendal menyulitkar kamu, tetay Dia hendal
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikma
bagimu, supaya kamu bersyukur.

tnya

19

44

58

Sesungguhnya shalat itu mencegah daribyatm-
perbuatan) keji dan mungkar. D
sesungguhnyamengingat Allah (shalat) adalahlebénk
(keutamaannyadariibadat-ibadat yang lain).

Aan
NES

20

45

61

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu tlapasesuat
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. dder
adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

21

46

64

Kemaslahatan publik didahulukan daripagtadslahatar
individu.

22

a7

68

Menolak mafsadah didahulukan daripada im
maslahat.

23

48

69

Kemaslahatan publik didahulukan daripagtadslahatal
individu.

24

48

71

Kemudaratanmembolehkanberbuatsesuatu
hukumasalnyadilarang

yang

25

49

73

Dan pada hari ini telah Ku-sempurnakan kurkamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Ku,

26

49

75

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agdstami;
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripdaia
yang sesat.

BAB IV

27

98

15

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila wk
melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentu

Kan

hendaklah kamu menuliskannya.
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0.

PEDOMAN WAWANCARA
Bagaimana mekanisme akad pembiayaan mudarabah di Bank BNI Syariah
Cabang Y ogyakarta?
Syarat-syarat apa sga yang diberlakukan oleh BNI Syariah Cabang Y ogyakarta
agar dapat melakukan transaks akad pembiayaan mudarabah?
Seperti diketahui, bahwasanya salah satu syarat yang diberlakukan oleh Bank BNI
Syariah Cabang Y ogyakarta dalam akad pembiayaan mudarabah adalah adanya
penerapan jaminan, lalu jaminan seperti apakah yang diterapkan oleh Bank BNI
Syariah Cabang Y ogyakarta?
Berapa kira-kira nilai jaminan yang ditentukan di Bank BNI Syariah Cabang
Y ogyakarta?
Bagaimana bila nilai jaminan dibawah dana yang dipinjam? Apakah
diperbolehkan?
Di Bank BNI Syariah Cabang Y ogyakarta, kriteria nasabah seperti pakah yang
dikatakan telah melenceng dari kontrak akad pembiayaan mudarabah?
Apakah bila nasabah telah melenceng dari kontrak pembiayaan mudarabah
jaminannya langsung dieksekusi? Jika tidak, mengapa?
Bagaimana kontrak akad pembiayan mudarabah di Bank BNI Syariah Cabang
Y ogyakarta?

Apakah kontrak tersebut bersifat mutlak?

10. Bagamana akad pembiayaan mudarabah di Bank BNI Syariah Yogyakarta

berakhir?
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Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudarabah (Study Kasus di Bank BNI
Syariah Cabang Yogyakarta)” guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan
wawancara.
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FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(QIRADH)

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Pertama

Kedua

10.

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
Ketentuan Pembiayaan:

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib
atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai  hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak = melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian  keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan



Ketiga

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan
syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,
sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan
kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai

perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia
dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-
bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam
aktifitas itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.



2.

3.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-
amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian,
atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarabh.



PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI1/2009

TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK

Menimbang:

INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan gdankan syariah kepada
masyarakat diperlukan jumlah kantor bank syariatgysemakin banyak yang
dapat menjangkau masyarakat secara luas termasmipariaiat keberadaan
unit usaha syariah pada bank umum konvensional;

b. bahwa unit usaha syariah harus berkembang ssehst dan dikelola secara
professional sehingga diperlukan dukungan dari jeamen dan modal yang
cukup agar dapat tumbuh secara sehat dan tanggsitaiablé

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadichalalam huruf a dan
huruf b maka diperlukan penyesuaian terhadap ketennengenai unit usaha
syariah dalam suatu Peraturan

Bank Indonesia.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199%tentBank Indonesia

3.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No&&or
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8dB)3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perateamerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, bedran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) gabeana
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 T&009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantangnd
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedsa at
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Irsi@ne
menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PealpaBkariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No®dor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaf)486
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Rensd erbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelarddomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UNIT USAHA SYARIAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjale:
1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya diseduKBEadalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensianmatlalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seéhaga dimaksud dalam
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perba®kanah, termasuk
kantor cabang dari suatu bank yang berkeduduklradnegeri;
. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUaladn bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pringpias dan dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pgarba sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008rgrR@rbankan
Syariah;
Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut @d&ah unit kerja dari BUK
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantomgyarelaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kied@antor cabang dari suatu
bank yang berkedudukan di luar negeri yang beriusgjsagai kantor induk
dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau yauitad;
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam migk&giatan perbankan syariah
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Sy&iadional — Majelis
Ulama Indonesia;
. Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya dis&lii$ adalah kantor cabang
UUS yang bertanggung jawab kepada UUS yang bersamgklgagan alamat
tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi K&®btg melakukan
usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syaaialswhtu bank yang
berkedudukan di luar negeri;
Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah adalahtokacabang pembantu
syariah dan kantor kas syariah;

. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutiis@but KCPS adalah
kantor cabang pembantu UUS yang kegiatan usahanyabaméum KCS
induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelasisgsngan lokasi KCPS
tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di tbakeamtor cabang
pembantu syariah atau kantor kas syariah dari qa&il yang berkedudukan

di luar negeri;

Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disebuagabKKS adalah kantor kas
UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCR&rniga, kecuali
memberikan pembiayaan, dengan alamat tempat usah@ jlas sesuai
dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya;

Layanan Syariah yang selanjutnya disebut L$ahdeegiatan penghimpunan
dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankarydaberdasarkan Prinsip
Syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensiatau kantor cabang
pembantu konvensional untuk dan atas nama KCSlpadayang sama,;

10. Kegiatan Perbankan Elektronis adalah kegiagaypnan jasa bank syariah

yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesintroglisk yang
dimanfaatkan untuk pembayaran melalui pemindahbukuansfer antar bank



dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutdsning nasababh,

antara lain termasukternet bankinglanmobile banking

11. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah adalah kegka@tardalam rangka melayani
pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi aréana
a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas sebarpindah-pindah dengan

menggunakan alat transportasi atau pada lokasntertsecara tidak
permanen antara lain kas mobil, kas terapung ataunter bank non
permanen;

b. Payment Pointyaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran
melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengémak lain
pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penennmanbayaran tagihan
telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setdeai pihak ketiga;

c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kasau non kas yang
dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabtara lain dalam
rangka menarik atau menyetor secara tunai ataukoiela pembayaran
melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dam/atemperoleh
informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasalematsuk ATM yang
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melaluigkeama dengan pihak
lain;

12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya dig#®8tadalah dewan yang
bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Dseksi mengawasi
kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertamggawab langsung kepada
Direktur UUS dan/atau mempunyai pengaruh terhadapijakan dan
operasional bank seperti kepala divisi, atau penm{gS;

14. Pemisahanspin-of) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua
badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuanurperaperundang-
undangan yang berlaku;

15. Hari adalah hari kalender.

BAB |1
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pembukaan Unit Usaha Syariah
Pasal 2
(1) BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berkasdrrinsip Syariah wajib
membuka UUS.
(2) Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalarana bisnis BUK.

Pasal 3
(1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengamak Indonesia.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayalilakukan dalam bentuk
izin usaha.
Pasal 4
(1) Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara palikgrang sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).



(2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ay#iafls disisihkan dalam
bentuk tunai.

Bagian Kedua

Persetujuan Izin Usaha

Pasal 5

(1) Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh BUK thselengan antara lain:

a. rancangan perubahan anggaran dasar yang palingg memuat kegiatan
usaha UUS;

b. identitas dan dokumen pendukung Direktur yangnakertanggung jawab
penuh terhadap UUS, calon anggota DPS dan calon PEjedekutif;

c. studi kelayakan mengenai peluang pasar damgickonomi; dan

d. rencana bisnisb@siness plan UUS untuk tahun pertama dan jangka
menengah.

(2) BUK yang mengajukan permohonan izin usaha UU&gaana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan penjelasan mendgesaluruhan rencana
pembukaan UUS.

Pasal 6

(1) BUK yang telah mendapat izin usaha UUS wajib meédak kegiatan usaha
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setakggal izin usaha
diberikan.

(2) UUS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannyiagpéambat 10 (sepuluh)
hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

(3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hethitung sejak tanggal izin
usaha diberikan BUK belum melakukan kegiatan udsrdasarkan Prinsip
Syariah, maka izin usaha yang telah diberikan ndetigak berlaku.

Pasal 7
BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib matnocakan secara jelas
frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan I@gpada kantor UUS yang
bersangkutan.
BAB 11
DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Bagian Kesatu
Direktur Unit Usaha Syariah
Pasal 8

(1) Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yampibggung jawab penuh
terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUKipg lambat 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dangataggantian efektif.

(2) Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayatgppat merangkap tugas
BUK lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturapeke¢ingan ¢onflict of
interes).

(3) Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan kom#m dalam
pengembangan UUS.

(4) Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara.

(5) Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kpetensi dan komitmen
dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebubt avjijau kembali.



Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah
Pasal 9

(1) BUK yang memiliki UUS wajib membentuk DPS yangrkeeludukan di

kantor UUS.
(2) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebatjaitbe

a.

C.

integritas, yang paling kurang mencakup:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan pekan syariah dan

ketentuan peraturan perundangundangan lain yatakber

3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perardyariah yang

sehat dan tanggubystainablg dan

4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kakap (Daftar Tidak

Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan menggnkemampuan
dan kepatutan fif and proper tedgt yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetan dan pengalaman di

bidang syariaimu’amalahdan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau

keuangan secara umum; dan

reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi @gamg saham, anggota
Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseian/atau
anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyath&esalah
menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usghsalan pailit,
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dickdon

Pasal 10
(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikainatadan saran kepada

Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar seserajath Prinsip
Syariah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selaagadimaksud pada ayat
(1) meliputi antara lain:

a.

b.

C.

menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syad@am pedoman
operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;

mengawasi proses pengembangan produk baru Ujdl a&al sampai
dengan dikeluarkannya produk tersebut;

memberikan opini syariah terhadap produk baamuo/atau pembiayaan
yang direstrukturisasi;

meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional umto#tuk baru UUS
yang belum ada fatwanya;

melakukan review secara berkala atas pemenulmsipFSyariah terhadap
mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran daaapséayanan jasa
bank; dan

meminta data dan informasi terkait dengan agyekiah dari satuan kerja
UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.



(3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawalséb@aaimana dimaksud

pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam SHd#ran Bank Indonesia.
Pasal 11

(1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) oramghling banyak 3 (tiga)
orang.

(2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk sielah satu anggota DPS.

(3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebaggotn@PS paling banyak
pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 12

(1) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujummk Bndonesia sebelum
diangkat dan menduduki jabatannya.

(2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimpksiadayat (1) dilakukan
setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah NasioMsdjelis Ulama
Indonesia.

Pasal 13

(1) Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkaim QUS paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

(2) Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapatmrpemegang saham dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangpefsetujuan diberikan
maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksergadi tidak
berlaku.

Pasal 14

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota \Rdi® dilaporkan oleh

UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemintidie dan/atau

pengunduran diri efektif.

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif
Pasal 15

(1) Pejabat Eksekutif UUS baik yang berasal dari Bo&upun dari sumber lain
harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadsgatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentigabaPeEksekutif UUS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilapodlah UUS paling
lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggaigpegkatan, penggantian
atau pemberhentian efektif.

(3) Apabila menurut penilaian dan penelitian Banddnesia, Pejabat Eksekutif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum daddtar Kepatutan dan
Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Maceaa terdapat informasi
lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspekgnities dan kompetensi,
maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wéjdtalkan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegdasa Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing
Pasal 16



BUK yang memiliki UUS yang memanfaatkan tenaga keasjging wajib
memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatagat&aga asing sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundangundarayanberlaku.
BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 17

UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimatar dlalam Undang-

Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Pr8apiah dan prinsip

kehati-hatian.

Pasal 18

UUS dapat melakukan kegiatan usaha perbankan sydail@m bidang devisa

dengan izin Bank Indonesia.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
Bagian Kesatu

Pembukaan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 19

(1) Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengamemnk Indonesia.

(2) Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalacana bisnis UUS.

(3) Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dekayator cabang atau
kantor cabang pembantu BUK, sepanjang memenuhigratsyl, antara lain:
a. terdapat pemisahan kantor antara KCS dengaworkeabang atau kantor

cabang pembantu BUK; dan
b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risi&gputasi bagi KCS.
Pasal 20

(1) UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalamkgmngaktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan.

(2) Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan olgls paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

(3) Dalam hal UUS tidak melaksanakan pembukaan KC&8rdmngka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dikan maka izin pembukaan
KCS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2
Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang Syariah
Pasal 21

(1) Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukalabetmendapat surat
penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Rencana pembukaan KCPS dan KKS harus dicantudédam rencana bisnis
UuUS.

(3) Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukaandahtu wilayah kerja
kantor Bank Indonesia dimana lokasi KCS induknyate.

(4) Pembukaan KCPS dan KKS dapat bertempat di algarsg sama dengan
kantor BUK dan/atau kantor lain sepanjang memenehsyaratan, antara
lain:



a. terdapat pemisahan kantor antara KCPS dan KK8adekantor BUK
dan/atau kantor lain; dan

b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risikputasi bagi BUK yang
memiliki UUS.

(5) Laporan keuangan KCPS dan KKS wajib digabunglemars otomasi dan
onlinedengan laporan keuangan KCS induknya pada hari samg.

Pasal 22

(1) UUS wajib melaksanakan pembukaan KCPS dan KKSrdmagka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dikicduna

(2) Pelaksanaan pembukaan KCPS dan KKS wajib ditamooleh UUS kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) harilakteanggal pembukaan.

(3) Dalam hal UUS tidak melaksanakan pembukaan K@B$ KKS dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggakgasan dikeluarkan maka
penegasan pembukaan KCPS dan

KKS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
Paragraf 3
Kegiatan Perbankan Elektronik
Pasal 23

(1) Kegiatan Perbankan Elektronik hanya dapat ditak setelah mendapat surat
penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Rencana Kegiatan Perbankan Elektronik haruantlienkan dalam rencana
bisnis UUS.

(3) Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik wdilaporkan oleh UUS
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) &etelah tanggal
pelaksanaan.

Paragraf 4
Kegiatan Pelayanan Kas Syariah
Pasal 24

(1) Rencana Kegiatan Pelayanan Kas Syariah hacastdimkan dalam rencana
bisnis UUS.

(2) Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupanatdagiPelayanan Kas
Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indiangscara semesteran
untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bwdifiampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan lapora

Paragraf 5
Layanan Syariah
Pasal 25

(1) Rencana pelaksanaan Layanan Syariah harustulicksain dalam rencana
bisnis UUS.

(2) Layanan Syariah dapat dilaksanakan di kanttwamg atau kantor cabang
pembantu BUK dengan persyaratan sebagai berikut:

a. lokasi Layanan Syariah berada dalam satu wildgaigan KCS induknya,
yaitu:
1. dalam satu wilayah propinsi; atau



2. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesimrdahal wilayah
kerja kantor Bank Indonesia melebihi satu wilayabpmsi;

b. menggunakan sumber daya manusia yang telah ikiepdngetahuan
mengenai produk dan jasa bank syariah; dan c. diduloleh teknologi
sistem informasi yang memadai.

(3) Kegiatan Layanan Syariah wajib tercatat secéwanasi danonline dengan
laporan keuangan KCS induknya pada hari kerja ganga.

Pasal 26

(1) Pembukaan, pemindahan alamat dan penutuparatdaglLayanan Syariah
wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia reesamesteran untuk
posisi akhir bulan Juni dan Desember.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bwdifiampaikan paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan lapora

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Negeri
Pasal 27

(1) Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnydudr negeri hanya dapat
dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Rencana pembukaan KCS dan jenis-jenis kanionya harus dicantumkan
dalam rencana bisnis UUS.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada aydiahya dapat diberikan
apabila:

a. UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiathibnidang devisa; dan

b. UUS memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kpankonodal kerja dan
profil risiko yang paling kuranghoderate

Pasal 28

(1) Pelaksanaan pembukaan KCS dan jenis-jenis kaatmya di luar negeri
wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepllbari setelah tanggal
pembukaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan settabgal persetujuan Bank
Indonesia diberikan pembukaan kantor di luar nebetum dilaksanakan,
maka UUS wajib memberikan penjelasan kepada Banknkxia paling
lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas wékienam) bulan berakhir.

BAB VI

PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUSKANTOR
UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 29
Peningkatan status KCPS dan KKS menjadi KCS wajibkdkan dengan cara
memenuhi ketentuan pembukaan KCS.

Pasal 30
Penurunan status KCS menjadi KCPS atau KKS wajiapdikan oleh UUS
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggalkseinaan.

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
Bagian Kesatu

Pemindahan Alamat Kantor di Dalam Negeri



Paragraf 1
Kantor Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah
Pasal 31

(1) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS hanya dipatikan dengan izin
Bank Indonesia.

(2) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS harus nméimpangkan
kepentingan nasabah.

(3) Rencana pemindahan alamat kantor UUS dan KQ% licantumkan dalam
rencana bisnis UUS.

Pasal 32

(1) Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS wajib diukamoleh UUS dalam
surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tekeplaidukan kantor UUS
atau KCS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelungdal pelaksanaan
pemindahan alamat kantor.

(2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor UUS danwa(iB dilaporkan oleh
UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggilksanaan pemindahan
alamat.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harhitung sejak tanggal izin
diberikan, UUS tidak melaksanakan pemindahan aldmator, maka izin
pemindahan kantor UUS atau KCS yang telah diberiktan ditinjau
kembali.

Paragraf 2
Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah
Pasal 33

(1) Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapatuttitak setelah mendapat
surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapat ullidgak dalam satu
wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana lokaSiKinduknya berada.

(3) Pemindahan alamat KCPS dan KKS harus mempentighlaa kepentingan
nasabah.

Pasal 34

(1) Pemindahan alamat KCPS dan KKS wajib diumumkaloldsi lama oleh
UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggkiksanaan.

(2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCPS atau KKS di&gitorkan oleh UUS
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggalkseinaan.

Bagian Kedua
Pemindahan Alamat Kantor di Luar Negeri
Pasal 35
Pelaksanaan pemindahan alamat KCS dan jenis-janteiklainnya di luar negeri
wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepulli@yi setelah tanggal
pelaksanaan pemindahan alamat.
BAB VIII
PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
Bagian Kesatu
Penutupan Kantor di Dalam Negeri
Paragraf 1



Kantor Cabang Syariah
Pasal 36
Penutupan KCS hanya dapat dilakukan dengan izik Belonesia.
Pasal 37
(1) UUS yang telah memperoleh izin penutupan KCS wajiok:
a. menyelesaikan seluruh kewajiban KCS;
b. mengumumkan rencana penutupan KCS dalam sabar kharian yang
mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KQdiBgpeambat 3
(tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutujzan;
c. menghentikan seluruh kegiatan usaha pada KaSkdud.
(2) Pelaksanaan penutupan KCS wajib dilaporkan blels paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
Paragraf Kedua
Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah
Pasal 38
Pelaksanaan penutupan KCPS dan KKS wajib dilaporkdndUS paling lambat
10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Bagian Kedua
Penutupan Kantor di Luar Negeri
Pasal 39
Pelaksanaan penutupan KCS dan jenis-jenis kantumnyia di luar negeri wajib
dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) herelah tanggal pelaksanaan
penutupan.
BAB IX
PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH
Bagian Kesatu
Pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konveasio
Pasal 40

(1) BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjBtIS apabila:

a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluilsgr® dari total nilai aset
BUK induknya; atau

b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak lkeriga Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS seimelierpenuhinya
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengamenmuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 41

(1) Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksudrd#&asal 40 dapat

dilakukan dengan cara:
a. mendirikan BUS baru; atau
b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS telah ada.

(2) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dudgkasda ayat (1) huruf a

dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yaregmtiki UUS.



(3) Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada Bing telah ada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanyat dilakukan kepada
BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BdKg memiliki
UuUS.

(4) BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pati2)ydan BUS penerima
Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haosenuhi paling
kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KBNhinimal 8%
(delapan persen).

(5) Dalam hal Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud m@madd (1)
mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS pené&amasahan memiliki
rasio Non Performing FinancingNPF) netto lebih dari 5% (lima persen)
dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas MaksimunyaRean Dana,
maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemidahsgbut wajib
menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 42
Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalaal ®asyat (1) wajib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganbgataku.

Pasal 43

(1) BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaintimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan iaimaugUsS.

(2) BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud padat (1) wajib
menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka whkKtgatu) tahun
terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS.

(3) Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dudagada ayat (1),
maka BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatasaha
berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangkayglesaian hak dan
kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

(1) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan usaha UUS
dalam surat kabar yang mempunyai peredaran naspalalg lambat 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabwianusaha UUS diberikan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (i) mamuat paling
kurang:

a. penghentian kegiatan usaha berdasarkan PriyaifaB; dan
b. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.

(3) Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wdijdporkan oleh BUK
yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) haretst penyelesaian.
Bagian Kedua
Pemisahan Unit Usaha Syariah
Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah

Pasal 45

(1) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dudadalam Pasal 41 ayat
(1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan izin Badknesia.

(2) Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan tallean paling kurang
sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyaaeh)p



(3) Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi eketian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka penambahan atas kejranodal disetor
tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai damAaiaah dan gedung yang
akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan

(4) Modal disetor BUS hasil Pemisahan sebagaimamaldiud pada ayat (2)
wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi palingrakg sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paliaghbat 10 (sepuluh)
tahun setelah izin usaha BUS diberikan.

Pasal 46

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untukakugan persiapan pendirian
BUS hasil Pemisahan; dan

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BlUasil Pemisahan siap
melakukan kegiatan operasional.

Pasal 47

(1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimanakdirdadalam Pasal 46 huruf
a diajukan oleh BUK yang memiliki UUS disertai dengantara lain
rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, yamguait paling kurang:
a. nama dan tempat kedudukan BUS hasil Pemisahan;

b. kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan |laatenperaturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000000,00 (lima ratus
milyar rupiah);

d. ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangaggtang jawab, serta hal
lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan BESiai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaggjota Direksi, dan
anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank dsidoterlebih
dahulu;

f. ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yangetapkan tugas
manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direkaporan
pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biagaajamtan publik,
penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetagkdam ketentuan
Bank Indonesia; dan

g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang hapispith oleh
Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

(2) BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohopansetujuan prinsip
harus memberikan penjelasan mengenai keselurulmaana pendirian BUS
hasil Pemisahan.

Pasal 48

(1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terigt sejak tanggal
persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah meadagn prinsip belum
mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, malsefoguan prinsip yang
telah diberikan menjadi tidak berlaku.



(2) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencamamgalihan hak dan
kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki per@darasional paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetupasip diberikan.

(3) Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimanakdua pada ayat (2)
hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hBRsiimisahan telah
diberikan.

Pasal 49

Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaidim@aksud dalam Pasal
46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperotetisetujuan prinsip
disertai dengan antara lain akta pendirian BUS IRasitisahan.

Pasal 50

(1) BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatanaigalting lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha xllae.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimgiad ayat (1) wajib
dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setédaiygal pelaksanaan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimakadd pyat

(1) BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatanaysaaka izin usaha yang
telah diberikan akan ditinjau kembali.

(4) Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkmaka seluruh
kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memillUS paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal igaha BUS hasil Pemisahan
dibatalkan.

Pasal 51

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonamgabutan izin usaha

UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak ldamajiban UUS dialihkan

kepada BUS hasil Pemisahan.

Bagian Ketiga
Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pengatlb&ndan Kewajiban
Kepada Bank Umum Syariah
Pasal 52

(1) Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS peaeR®misahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hurafiya dapat dilakukan
dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yaragniliki UUS dalam
surat kabar yang memiliki peredaran nasional pdangpbat 10 (sepuluh) hari
setelah tanggal persetujuan.

Pasal 53

(1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak damwiagiban UUS kepada
BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ewnsian pengalihan
diberikan.

(2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS &epdS penerima
Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) evgorkan oleh BUK
yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari ettt tanggal
pelaksanaan.



(3) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan korkksiangannya setelah
menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling &rhd (sepuluh) hari
setelah tanggal pelaksanaan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuald pyat (1) pengalihan
hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemidaglam dilakukan,
maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan dkinjau kembali.

(5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkarkarseluruh kewajiban UUS
wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paliagnbat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihanalien.

Pasal 54

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonamgabutan izin usaha

UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak klamajiban UUS dialihkan

kepada BUS.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH ATAS
PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSI ONAL
Pasal 55

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha UUS atasirgean BUK yang

memiliki UUS.

Pasal 56

(1) BUK yang telah memperoleh persetujuan pencabuzia usaha UUS wajib
untuk:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;

b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan sahauUUS dan rencana
penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat Kadr@an yang salah
satunya mempunyai peredaran nasional paling larh®aisepuluh) hari
sejak tanggal surat persetujuan pencabutan izimaudd)S; dan

c. menyelesaikan seluruh kewajiban BUK yang tercatafim laporan
keuangan UUS.

(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan UUS wajib atikam oleh BUK yang
memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setdiafggal penghentian.

BAB XI|I
AKUNTANSI
Pasal 57

(1) BUK yang memiliki UUS wajib menggunakan teknol@yistem informasi
secara otomasi dapnline yang dapat memisahkan secara jelas laporan
keuangan UUS dengan laporan keuangan BUK.

(2) Penyusunan laporan keuangan UUS wajib mengikutalpean akuntansi
yang diatur dalam pedoman akuntansi perbankan asydridonesia yang
berlaku.

BAB XIII
KANTOR UNIT USAHA SYARIAH TIDAK BEROPERASI PADA HARI
KERJA
Pasal 58

Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi padakesja wajib memperoleh

persetujuan dari Bank Indonesia.



Pasal 59

(1) UUS wajib mengajukan permohonan persetujuan @&asana untuk tidak
beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lira$) hari sebelum tanggal
pelaksanaan tidak beroperasi.

(2) Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi padiekiria wajib diumumkan
kepada masyarakat oleh UUS paling lambat 3 (tiga)sedelum tanggal tidak
beroperasi.

BAB XIV
PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR UNIT USAHA
SYARIAH
Pasal 60

(1) UUS wajib mencantumkan secara jelas nama das gatus kantor pada
masing-masing kantornya.

(2) UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-ntadiantor, Layanan
Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah.

BAB XV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 61

UUS wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi sumidlya manusia yang

dimiliki.

BAB XVI
SANKSI
Pasal 62

(1) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi keteamt dalam Pasal 2 ayat
(1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasah3alRB ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),|R&sayat (3), Pasal 16, Pasal
19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayaayh}, (3) dan ayat (5), Pasal 22
ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3plR&sayat (1),Pasal 29, Pasal
31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), R&dPasal 37 ayat (1) huruf a
dan huruf c, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayatP@dal 42, Pasal 43 ayat (2),
Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat@hal 48 ayat (3), Pasal 50
ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasala8(1) dan (5), Pasal 56 ayat
(1) huruf a dan huruf c, Pasal 57, Pasal 58, FésalPasal 61, dan Pasal 64,
dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pe&&alridang-undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketegart dalam Pasal 6 ayat
(2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), PasaPadal 15 ayat (2), Pasal 20
ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3gp/Pabayat (2) dan ayat (3),
Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (Bydari2), Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 8alRB39, Pasal 44 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2plPds Pasal 52 ayat (2), Pasal
53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 56 ayatufuf b dan ayat (2), dan
Pasal 59, dapat dikenakan sanksi administratifssézasal 58 Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahpaeru
a. teguran tertulis dan denda uang sebesar RpQGINOO0 (satu juta rupiah)

per hari kerja kelambatan untuk setiap laporanadan/pengumuman dan



paling banyak seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00a (belas juta
rupiah);

b. teguran tertulis dan denda uang paling banghlesar Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) apabila BUK atau UUS tidak nysempaikan
laporan dan/atau pengumuman.

(3) BUK yang memiliki UUS dinyatakan tidak menyammaiklaporan dan/atau
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) thapdbila BUK yang
memiliki UUS belum menyampaikan laporan atau BUK yamgmiliki UUS
tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dankbum melaksanakan
pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak bakdsr penyampaian
laporan dan/atau pengumuman.

(4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiembayar karena dinyatakan
tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaaggupeman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajibal Bahg memiliki UUS
untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaagjuprman.

(5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksgmengumuman dilakukan
secara gabungan maka apabila BUK yang memiliki Uikenékan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimadkitdng per jumlah
laporan  dan/atau  pengumuman  sebagaimana  tercantualam d
laporan/pengumuman gabungan.

(6) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi keteart dalam Pasal 17
dapat dikenakan sanksi administratif sesuai P&&dlridlang-undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupalpetan izin usaha UUS.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
UUS yang telah berdiri sebelum berlakunya ketentudanditetapkan telah
memiliki izin usaha sebagai UUS berdasarkan Peraaak Indonesia ini.
Pasal 64

UUS yang belum memenuhi ketentuan mengenai:

a. modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Paseit41); dan

b. ketentuan rangkap jabatan anggota DPS sebagaidiaiaksud dalam Pasal
11 ayat (3); wajib memenuhi ketentuan dimaksud gdimbat 2 (dua) tahun
setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XVI11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha Syariatudidalam Surat Edaran
Bank Indonesia.
Pasal 66

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaakia:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 gaih@0 Januari 2006
tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvealdibenjadi Bank
Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkasif?Syariah dan
Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan &JBandasarkan
Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional,



b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PB1/200gdah4 Mei 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor BI2/06 tentang
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional MieBgnk Umum
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan PriSggriah dan
Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan &JBandasarkan
Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional; dinyatakidak berlaku
bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 67

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangatukar Bank Indonesia

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repuonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2009.
GUBERNUR BANK INDONESIA,
BOEDIONO
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2009.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 55
DPbS
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/10/PBI/2009
TENTANG UNIT USAHA SYARIAH UMUM

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi darsipeasi dari semua elemen
masyarakat. Salah satu bentuk penggalian potensi wiajud kontribusi
masyarakat dalam perekonomian nasional terseblahlagangembangan sistem
ekonomi berdasarkan Prinsip Syariah dalam perbankgariah. Untuk
meningkatkan layanan perbankan syariah kepada maksyadiperlukan jaringan
kantor yang semakin luas dan menyebar di selurdayah tanah air. Dengan
jumlah dan jaringan kantor Bank Umum Syariah yangsimaelatif terbatas
diperlukan kebijakan pengembangan perluasan jarikgator perbankan syariah,
antara lain dengan pembukaan Unit Usaha Syariah Baiek Umum
Konvensional. Perluasan dan kemudahan dalam perggab jaringan kantor
Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional merkenl pengaturan
kelembagaan yang komprehensif dan transparan gghidgpat menjadi acuan
dalam pelaksanaan dan memberikan kepastian hukgnmiaayarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 TaB008 tentang
Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahantuateyang terkait Unit



Usaha Syariah, antara lain perizinan, kegiatanausi@m batas waktu perubahan
Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sehgdau dengan perubahan
kelembagaan Unit Usaha Syariah tersebut maka pddkuéan penyempurnaan
terhadap ketentuan Unit Usaha Syariah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 sampai dengan angka 15
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin umhé{akukan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah. Pemberian izin usaha blels Bank Indonesia
berdasarkan pada antara lain:
a. penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendid&is;
b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
c. analisis yang mencakup antara lain tingkatrkéjan jumlah BUS dan UUS
serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
d. wawancara terhadap calon Direktur UUS dan catggota DPS.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah danaitbgesg ditempatkan BUK
pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pgadi§ yang
diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tunai” adalah setoran dalamtui kas, bukan dalam
bentuk tanah, gedung atau bentuk sejenis lainnya.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentaBiattik Indonesia antara lain:
a. tujuan dan alasan pembukaan UUS;
b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menergajadgka panjang;
d. sistem teknologi informasi (IT); dan
e. struktur organisasi dan personalia.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Contoh pencantuman frase “Unit Usaha Syariah” ad&&hBank XYZ Unit
Usaha Syariah.



Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Tim pewawancara terhadap Direktur UUS mayoritas bedesalpihak eksternal
Bank Indonesiaiidependent
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah digaapabila yang
bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalpengembangan UUS atau
diminta untuk menambah pengetahuan dan pemahamtangekegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah apabila yang bersaagkdinilai kurang memiliki
kompetensi di bidang perbankan syariah.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antaranlakesediaan untuk
menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam sangklaksanakan
tugasnya secara efektif.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka 1
Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet’” adaladftad kredit macet
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesig ynengatur mengenai
Sistem Informasi Debitur.

Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)



Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yaamifiki UUS, Direktur
UUS atau kesepakatan diantara para anggota DPS.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS kdibeberdasarkan pada
antara lain:
a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DR8ndpengawasan kegiatan
usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan
b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)

Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bldlargang telah
diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saRarsetujuan Bank
Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah apahgersetujuan rapat
umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjarah teliberikan
kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian danpatagunduran diri efektif
adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau peéwmgun diri yang
bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat unemegang saham, serah
terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaidiaha dalam anggaran dasar.
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 15
Ayat (1)
Salah satu Pejabat Eksekutif UUS adalah pejabat ymrtanggung jawab
langsung kepada Direktur UUS. Pejabat Eksekutif UUR)\ertanggung jawab
langsung kepada Direktur UUS tersebut memiliki tingkdoatan sama dengan
pejabat BUK yang bertanggung jawab langsung kepadktir BUK.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "informasi lain yang menungukkidak terpenuhinya
aspek integritas” antara lain informasack record yang berasal dari hasil
pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya

Pasal 16
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundgasigagan yang berlaku
dalam Pasal ini antara lain adalah:
a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aatmasn pelaksanaannya;
b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturarasatpelaksanaannya; dan



c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatamagée Kerja Asing dan
Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Pemberian izin kegiatan dibidang devisa diberikpabda UUS telah memenuhi
persyaratan antara lain:
a. memiliki sistem informasi teknologi yang memada
b. memiliki sumber daya manusia yang memahamikasysriah dalam kegiatan
dibidang devisa;
c. memiliki daftar calon nasabah yang akan melakidegiatan devisa.
Pasal 19
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS dibdréaasarkan pada antara
lain:
a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disdkap oleh BUK yang memiliki
uus;
c. analisis atas kinerja keuangan UUS, termasgkainkesehatan;
d. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUsgsmana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1); dan
e. tidak sedang dalam pengawasan intensif, alaiar&arena:
* terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Bag&sifdum Penyaluran
Dana;
* rasio Non Performing Financing (NPF) netto di&i#s
» dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan
» memiliki peringkat komposit 4 atau 5 dalam paiaih tingkat kesehatan
UuS.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana i
Ayat (3)
Huruf a
Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedekgan jelas antara
kantor syariah dengan kantor konvensional. Pemisalagat dilakukan dengan
cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembsekan (partisi) dan/atau
pemisahan ruangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 21
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atawak@molang didasarkan pada
antara lain:
a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCRSKKS;
b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disdkap oleh BUK yang memiliki
UUS; dan
c. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUsgamana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana dRuois
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakgan jelas antara
kantor syariah dengan kantor konvensional. Pemisalagat dilakukan dengan
cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembsekan (partisi) dan/atau
pemisahan ruangan. Yang dimaksud dengan “kantortaladantara lain kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. damaksud dengan “kantor
lain“ adalah kantor dari bank lain atau perusatiasmn
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Pemimpin KCS.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atawk&molang didasarkan pada
antara lain:
a. penilaian terhadap kesiapan sistem teknoléginmasi; dan
b. penilaian terhadap sistem pengendalian risikms &Kegiatan Perbankan
Elektronik.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana Hinis
Ayat (3)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.



Pasal 24
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam KPKS adalah kegiatan pamerag yilakukan dalam
rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hargf@enmma setoran awal/titipan
kas sesuai persyaratan setoran minimal pembuk&aning tabungan. Rencana
bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersengimg dapat merupakan
bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana dsois
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan *“teknologi sistem informasngyanemadai’ adalah
teknologi sistem informasi yang memungkinkan adapgacatatan transaksi
nasabah syariah secara otomasi @aine dan terpisah dengan pencatatan kantor
konvensional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS dargarsskantor lainnya di
luar negeri diberikan berdasarkan pada antara lain:
a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disékap; dan
c. analisis atas kemampuan UUS, tingkat kesehkt@moukupan modal kerja dan
profil risiko.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana Hinis
Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 28
Ayat (1)
Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya dr loegeri hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritasietjara setempat. Laporan
ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Dengan diterbitkannya izin pembukaan KCS maka staaintor UUS berubah
dari Kantor Dibawah KCS menjadi KCS tanpa perlu mauhé ketentuan
penutupan Kantor Dibawah KCS.
Pasal 30
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Pasal 31
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan izin pemindahan al&erdor UUS dan KCS
diberikan berdasarkan antara lain:
a. alasan pemindahan kantor;
b. kesiapan operasional kantor UUS dan KCS; dan
c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kaf#ora dan studi kelayakan usaha
pada lokasi kantor yang baru.
Ayat (2)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lai
a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yaagi
Ayat (3)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkaseneliri yang dapat
merupakan bagian atau lampiran dari rencana i

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah ipemindahan dibatalkan
apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampailalasan yang relevan
atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kargtor digperpanjang apabila
penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dhipisidari force majeuy oleh
BUK atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 33
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atawak@molang didasarkan pada
antara lain:
a. alasan pemindahan kantor;
b. kesiapan operasional kantor KCPS dan KKS; dan



c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kardaard dan studi kelayakan usaha
pada lokasi kantor yang baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lai
a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yaag.
Pasal 34
Ayat (1)
Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan npaikeam pengumuman di
lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.
Pasal 35

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS
Pasal 38

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.
Pasal 39

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perhitungan rasio KPMM berdasarkan pada perhituBgark Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundadgngan yang berlaku”
adalah antara lain Undang-undang tentang Perseeyaatas.



Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menyelesaikan” adalah mesgidan seluruh hak dan
kewajiban UUS dengan cara antara lain dialihkan merijal dan kewajiban
BUK yang memiliki UUS, dijual kepada pihak lain at@ilunasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh :
UUS Bank XYZ memiliki modal kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh  milyar rupiah), maka penambahan modal besar
Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milggoiah) yang dilakukan untuk
mencapai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyprat) harus
dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah damrgegang akan digunakan
untuk operasional BUS hasil Pemisahan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Huruf a
Persetujuan atas permohonan persetujuan prinsglirggnBUS hasil Pemisahan
diberikan berdasarkan pada antara lain:
a. pemenuhan aspek legal mengenai tahapan perdRgraisahan UUS yang
dilakukan oleh BUK;
b. analisis atas proforma laporan keuangan BUB Pasiisahan; dan
c. uji kemampuan dan kepatutdit &nd proper tegtterhadap calon pemegang
saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calorekfijr serta
wawancara terhadap DPS.
Huruf b
Persetujuan atas permohonan izin usaha pendirighidil Pemisahan diberikan
berdasarkan pada antara lain:
a. pemenuhan aspek legal baik dalam pemisahandhakkewajiban UUS
maupun dalam pendirian BUS hasil Pemisahan;



b. analisis terhadap kesiapan operasional BUS Rasiisahan;

c. uji kemampuan dan kepatutdit &nd proper tegtterhadap calon pemegang
saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calorekfijr serta
wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentaBiattik Indonesia antara lain:

a. tujuan dan alasan pendirian BUS hasil Pemisahan;

b. sumber permodalan dan kepemilikan;

c. pangsa utama penghimpunan dan penyaluran dana;

d. rencana struktur organisasi dan personalia.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS gYdimaksud dengan “akta

pendirian” adalah akta pendirian yang telah mendapsesetujuan dari instansi

yang berwenang.
Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘“kegiatan usaha” adalah lkegiatisaha BUS

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor BunT2008 tentang

Perbankan Syariah Pasal 19 termasuk kegiatan wdBadari hasil Pemisahan.

BUS hasil Pemisahan dapat membuka kantor pelaysyaimah di kantor BUK

yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS hd&®imisahan setelah

mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

a. diperpanjang apabila keterlambatan operasitisababkan oleh hal-hal yang
tidak dapat dihindari force majeuy atau pertimbangan lain yang dapat
diterima; atau

b. dibatalkan apabila BUS hasil Pemisahan tidakadapenyampaikan alasan
yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan kegis#da.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban allep nasabah

penyimpan, nasabah investor, nasabah peneriméaadilUS baik yang tercatat

pada neracaofi balance sheptatau pada rekening administratoff( balance

shee} serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bdauk pajak terutang.
Pasal 51

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.



Pasal 52

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pengalihan hak danikewdjuUS kepada BUS

penerima Pemisahan diberikan berdasarkan padandaitar

a. pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS;

b. analisis rencana pengalihan hak dan kewajilias;dan

c. analisis atas proforma laporan keuangan BUSrpea Pemisahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

a. diperpanjang apabila keterlambatan pengalilisebdbkan oleh hal-halyang
tidak dapat dihindari force majeuy atau pertimbangan lain yang dapat
diterima; atau

b. dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapnmenyampaikan
alasan yang relevan atas keterlambatan pengalihan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban allep nasabah

penyimpan, nasabah investor, nasabah peneriméaadilUS baik yang tercatat

pada neracaofi balance shegtatau pada rekening administratdff( balance
shee} serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan kdark pajak terutang.
Pasal 54
Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Pasal 55

Persetujuan atau penolakan atas permintaan pemacakb@in usaha UUS

didasarkan pada antara lain hasil analisis terhpdajelasan yang disampaikan

oleh BUK yang memiliki UUS mengenai alasan penutupggiatan usaha UUS
dan/atau dampaknya terhadap masyarakat.

Penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha UU&ikdita oleh BUK yang

memiliki UUS melalui presentasi di Bank Indonesia.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban allep nasabah

penyimpan, nasabah investor, nasabah peneriméaadilUS baik yang tercatat



pada neracaofi balance sheptatau pada rekening administratoff( balance
shee} serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bdank pajak terutang.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS
Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan keuangan paling kunaggcakup neraca dan
rekening administratif dan perhitungan laba rugi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi melipaetigRkuan, Pengukuran,
Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi keuaragan dilakukan. Untuk

perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yahgrbdiatur dalam pedoman
akuntansi perbankan syariah Indonesia wajib metigiketentuan akuntansi

syariah yang lazim berlaku secara um@ergerally Accepted Islamic Accounting
Principles.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan kauits.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)

Kantor UUS yang dimaksud meliputi kantor UUS, KCS, KCB&h KKS.
Pencantuman nama dan jenis kantor UUS dapat dilakak&ara lain melalui
papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depagaja kantor UUS agar
mudah terlihat oleh nasabah.
Contoh:
1. Penulisan KCS PT Bank XXX Kantor Cabang Syariaty’Y
2. Penulisan KCPS PT Bank XXX Kantor Cabang Pemb&gariah YYY.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antaramaialui pendidikan sertifikasi
sesuai dengan tingkat jabatan.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesiabdg@atelah disampaikan
secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/dbkumen yang
dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.
Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesiabhdahggal:
a. stempel postifne stamjp apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos

Indonesia; atau



b. penerimaan laporan, apabila laporan disampaikaara langsung oleh BUK
atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasgiperan selain P.T. Pos
Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagyaud:

Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari kerja katelpatan x Rp1.000.000,00

X jumlah laporan/ pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagyaiu:

Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jutaladran/ pengumuman.

BUK atau UUS vyang dikenakan sanksi tidak menyampéaleran/

pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatyapegpaian

laporan/pengumuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Bagi BUK yang sedang mengajukan permohonan izin audablS sebelum

diberlakukannya ketentuan ini wajib menyesuaikatet®an modal kerja dan

ketentuan rangkap jabatan anggota DPS paling lagla@tia) tahun setelah izin
usaha diberikan.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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Formulir Permohonan

BNI iB Wirausaha

Kantor Cabang : Nomor/Tanggal :
(harap diisi lenakap)
umlah Pembi
ifang dial—ikar:ayaan Rp. [Jearu [ ] Tambahan [] Take Over

|enis Pembiayaan D Investasi ]:I Modal Kerja Jangka waktu : ..o Bulan
Tujuan Pembiayaan
DATA PEMOHON
Nama Lengkap Status (coret yang tidak perlu)
Jenis Kelamin D Laki-laki DPerempuan Belum menikah/menikah/janda/duda

Tampat/Tgl. lahir

Pendidikan terakhir (coret yang tidak perlu)
$3/52/51/D3/SMA/SMP/Lainnya....

Jumlah tanggungan :

No. Identitas (KTP/SIM/Pasport)

NPWP

Alamat tempat tinggal

Kode Pos :

Status tempat tinggal (coret yang tidak perlu)

Pribadi/Keluarga/Sewa/Dinas/Lainnya....

Telepon rumah/HP :

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

Alamat

Kode Pos :

Telepon/Fax

Mulai usaha

Penjualan (sales)/bulan :
Rp.

Rata-rata Laba/bulan

Kemampuan mengangsur/bulan

Pinjamaan/Pembiayaan
dari bank/lembaga
keuangan lain

Rp. Rp.

Surat Keterangan Usaha Ada/Tidak. No.
i SIUP Ada/Tidak. No.
hinbisaha. . '¥pp Ada/Tidak. No.
yang dimiliki =

Akte Pendirian/Perubahan da/Tidak

{untuk PT/CV/Yayasan/Koperasi) Ada/Tidak. No.

SITU/HO Ada/Tidak. No, :

Maksimum Jenis Jatuh

Fasilitas DA Ak Pinjaman Pinjaman/Pembiayaan Angsuran/bulan Tempo

DATA JAMINAN (Lampirkan copynya)

Tanah/Rumah/Kantor/Toko/Ruko :

Kendaraan :

Lokasi jJaminan :

Tanah : SHM/SHGB/SHP/
Lainnya, MNo.

Luas tanah

Status
Kepemilikan

Bangunan : IMB No.

Luas bangunan

BPKB :

Kendaraan tahun

Nama Pemilik Jaminan :

Hubungan dengan pemohon :

Orang Tua/Anak/Saudara Kandung/Mertua/Menantu/

LaINNY & ervireeierererecnraes (coret yang tidak perlu)

alasannya.
Pemohon

Tanggal i

Catatan Petugas Bank : Dokumen lengkap/belum lengkap

Petugas Bank

Nama Lengkap

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini
mengizinkan Bank untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada
peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan




Akad Pembiavaan Mudharabah produktif (Perorangan)

BISMILL AHIRRAHMAANIRR AHIM

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu”
(QS. Al-Maaidah avat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH 1)

Nomor : Z}
Padahariini ............... tanggal .......cceee.. 3) vang bertandatangan di bawah ini :
| S Pemimpin ........ PT Bank .....Kantor Cabang ....., beralamat di....., dalam

hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT Bank ..... berkedudukan dan berkantor pusat
di Jakarta, dengan alamat ........ untuk selanjutnya  disebut : Bank

| , sebagaimana bukti kartu tanda penduduk nomor....... bertempat
tinggal di........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk

selanjutnya disebut : Nasabah §)

Bank dan Nasabah selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya
masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa

- Berdasarkan Surat permohonan nomor ... tanggal ........ , Nasabah telah
mengajukan permohonan pembiayaan ............ 6}

- Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor....tanggal....7) yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran
pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan vang diatur dalam Akad
ini. '

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan
.Akad Pembiayaan Mudharabah (untuk selanjutnya disebut Akad ) dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

(1) Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda
tidak bergerak vang diserahkan oleh Pemilik Agunan kepada Bank guna
menjamin pelunasan Pembiayaan Nasabah, dan Bank berhak untuk
melakukan eksekusi atau penjualan barang Agunan dengan cara apapun
terhadap Agunan, apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Akad ini, Cidera Janji/



Wanprestasi, lalai dan atau melakukan perbuatan yang disengaja vang
mengakibatkan kerugian dalam usaha.

(2) Akad Pembiayaan Mudharabah adalah Akad Kerjasama antara Bank dan
Nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana Bank menyediakan seluruh modal
dan Nasabah bertindak selaku pengelola dana dengan keuntungan usaha dibagi
sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh
Bank kecuali jika Nasabah melakukan kesalahan vang disengaja lalai,
menyalahi Akad atau Cidera Janji (Wanprestasi).

(3) Angsuran adalah sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh Nasabah
kepada Bank sebagai pelunasan Pembiayaan yang timbul dari Akad ini.

(4) Hari Kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan
usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan
kliring antar Bank.

(5) Kewajiban adalah seluruh jumlah vang vang wajib dibayar pada suatu
waktu oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini termasuk bagi hasil
yvang wajib dibayar oleh Nasabah.

(6) Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan atas pendapatan antara Nasabah dan
Bank yang ditetapkan berdasarkan Nisbah yang disepakati antara Nasabah
dan Bank.

(7) Nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil)
berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.

(8) Proyeksi Bagi hasil adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dan
Nasabah setelah memperhitungkan nisbah  bagi hasil aias pembiayaan
berdasarkan Akad ini.

(9) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan Akad ini.

(10) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat
atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah

(11) Tunggakan adalah kewajiban pembayaran oleh Nasabah yang belum dilunasi
pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo berdasarkan Akad ini , baik berupa
angsuran pokok, bagi hasil, denda, ganti rugi, tunggakan biaya asuransi maupun
biaya Notaris dan atau biaya —biaya lainnya untuk pelaksanaan Akad ini.

(12) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah — MUL
(13) Cidera Janji/Wanprestasi adalah kegagalan Nasabah melaksanakan janji dan

atau kewajiban atau kesepakatan berdasarkan Akad ini.

Pasal 2
MAKSIMUM PEMBIAYAAN

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank sebagai pemilik dana
(shahibul maal) menyediakan pokok pembiayaan sebesar Rp........ (ccceeeneenn) 8)



Pasal 3
TUJUAN

(1) Tujuan Akad ini adalah untuk ...........9)
(2) Untuk maksud sebagaimana ayat 1 pada Pasal ini, Bank menunjuk Nasabah
scbagai pengelola dana.

Pasal 4
BENTUK DANA PEMBIAYAAN

Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah dalam Akad ini diberikan dalam bentuk
dana tunai.

Pasal 5
JANGKA WAKTU
Jangka waktu Akad ini .......... (v ), terhitung sejak tanggal ... {T—
sampai dengan tanggal.....76)
Pasal 6

REALISASI DANA PEMBIAYAAN
(1). Bank dapat melakukan realisasi pokok Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 17}

{(2). Realisasi pokok Pembiayaan dilakukan dengan cara : 12)

(3). Realisasi pokok Pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan
jadual realisasi pembiayaan, dan Bank berhak untuk menolak atau menyetujui
setiap realisasi pembiayaan yang melewati periode realisasi terlewati.

(4). Bank dapat menolak realisasi pembiayaan apabila hal tersebut akan berakibat

pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan dan
atau ketentuan/peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 7
NISBAH

Bank dan Nasabah sepakat Nisbah pembagian keuntungan dari hasil usaha,
adalah sebagai berikut :
(1) Nisbah ditentukan sebagai berikut : 13)

- 9% ( voocvvennnee. persen) untuk Bank dan

T .Y (— persen) untuk Nasabah



yvang dihitung dari ..........ooiiiiiinne, sebagaimana Proyeksi Bagi hasil
terlampir vang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini 74)

(2) Ketentuan Nisbah  scbagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini adalah
berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan Nasabah, dan Nisbah
ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak atau akan
direview setiap.....15)

(3) Pembayaran  Bagi hasil berdasarkan Nisbah sebagaimana ayat (1) Pasal ini
dilakukan paling lambat setiap tanggal 25 tiap bulannya.

(4) Perhitungan Bagi hasil dilakukan setiap bulannya yang diperhitungkan sejak
realisasi dana pembiayaan oleh Bank, apabila realisasi dana pembiayaan yang
disalurkan Bank di atas tanggal 16 pada bulan yang bersangkutan maka
pethitungan Bagi hasil dilakukan secara proporsional.

(5) Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diluar hari kerja,
maka Nasabah wajib memastikan bahwa pada rekening yang digunakan untuk
menampung pembayaran Bagi hasil telah tersedia dana yang akan digunakan
untuk pembayaran tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

(6) Apabila Nasabah belum melunasi kewajiban pembayaran dana pembiayaan pada
saat Akad ini sudah jatuh tempo, maka Nasabah akan tetap membayar Bagi hasil
sampai dengan tanggal Nasabah melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank.

(7) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dalam menentukan besarnya hasil usaha ,
Para Pihak setuju untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan
penghitungan kembali atas hasil usaha, dan atas hasil usaha yang dilakukan oleh
Pihak Ketiga tersebut, Para Pihak wajib untuk menerima perhitungan tersebut
tanpa adanya suatu kualifikasi tertentu.

Pasal 8
PELUNASAN PEMBIAYAAN

(1) Nasabah wajib melakukan pelunasan pokok pembiayaan yang disalurkan Bank .
(2) Nasabah wajib melakukan Pembayaran pokok pembiayaan kepada Bank sesuai
dengan jadual Angsuran sebagai berikut : 16)

(3) Pembayaran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau pengkreditan ke
rekening Tabungan atau rekening giro, dan Angsuran pembiavaan wajib tersedia di
rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran Angsuran yang
ditentukan dalam Akad ini

(4) Dalam hal pembayaran ditentukan setiap bulannya pada tanggal-tanggal yang
sama sedangkan pada bulan yang bersangkutan tidak terdapat tanggal vang sama
maka pembayaran dilakukan pada tanggal sebelumnya untuk bulan yang
bersangkutan

(5) Jika kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Akad ini jatuh pada hari diluar
hari Kkerja, maka Nasabah wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-
lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.



(6) Dalam hal pengembalian pokok pembiayaan dilakukan melalui rekening Nasabah
vang terdapat di Kantor Cabang Syariah, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa
kepada Bank yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam
Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk mendebet rekening
Nasabah guna membayar/ melunasi kewajibannya kepada Bank.

(7) Dalam hal Nasabah mengembalikan seluruh pokok pembiayaan Bank lebih
awal dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka tidak berarti pengembalian
pokok Bank tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian /Nisbah dari
keuntungan yang menjadi hak Bank pada bulan ifu, sebagaimana ditetapkan dalam
Akad ini.

(8) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank merupakan bukti vang
cukup mengenai jumlah kewajiban pembayaran pembiayaan berdasarkan akad
ini.

Pasal ¢
DENDA DAN GANTIRUGI

(1) Apabila Nasabah dengan sengaja menunda atau lalai mengembalikan pokok
pembiayaan Bank dan membayar bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan
Pasal 8 Akad ini, maka Nasabah dikenakan denda yang besarnya telah disepakati
vaitu sebesar 5 % pertahun dari setiap pembayaran yang tertunggak dan harus
dibayar Iunas oleh Nasabah kepada Bank, denda ini digunakan atau disalurkan
untuk kepentingan sosial.

(2) Denda ini dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai Nasabah melakukan
pembayaran Tunggakan.

(3) Apabila Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak
melakukan pembayaran bagi hasil pada Bank berdasarkan Nisbah vang telah
disepakati maka Nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100 % (seratus persen)
dari jumlah kerugian riil yang diderita Bank .

Pasal 10
AGUNAN

(4) Segala harta kekayaan Nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi
pelunasan scluruh kewajiban Nasabah yang timbul karena Akad ini.

(1) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kewajiban Nasabah berdasarkan Akad
ini, Nasabah menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian
Agunan —agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para
Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum
dalam rincian sebagai berikut : 17)

.....................................................................................



(2) Jika menurut Bank nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika
dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas
pemberitahuan Bank, Nasabah wajib menambah barang vang diagunkan.

(3) Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
harus diserahkan dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-
barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank
serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan realisasi atau penarikan dana, kecuali
ditentukan lain oleh Bank.

(4) Selama berlakunya Akad ini, Nasabah wajib melakukan perpanjangan/pengurusan
hak atas Agunan. Apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan
Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas
Agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat
dilakukan oleh Bank atau pihak ketiga vang ditunjuk atau ditentukan oleh Bank
dan untuk itu Nasabah  memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan
perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau  menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pengurusan tersebut, namun demikian hal tersebut bukan merupakan
kewajiban bagi Bank. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan
tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Nasabah, baik secara tunai maupun
dengan mendebet rekening Nasabah yang ada pada Bank .

(5) Selama masih menjadi agunan pada Akad ini, Nasabah wajib menanggung
ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan Agunan tersebut.

(6) Setelah Akad ini dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank
barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperiukan lagi sebagai
Agunan, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut
kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau
pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak vang menerima
pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya.

Pasal 11
ASURANSI BARANG AGUNAN

(1). Selama pembiayaan berjalan, barang-barang jaminan yang diasuransikan wajib

~ diasuransikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi vang ditunjuk dan

disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka
waktunya ditentukan oleh Bank.

{2) Nasabah wajib menutup asuransi jiwa dan disability kepada Perusahaan Asuransi
Jiwa yvang ditunjuk Bank . Untuk ini Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-
syarat asuransi jiwa dan disability. 18)

(3) Premi asuransi jiwa dan disability serta premi asuransi atas barang-barang jaminan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus sudah dibayar lunas atau
dicadangkan oleh Nasabah dibawah penguasaan Bank sebelum dilakukan realisasi
pembiayaan atauperpanjangan jangka waktu pembiayaan.

(4). Dalam Poll's Asuransi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus
dicantumkan Banker's Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak



Perusahaan Asuransi, maka Bank  berhak untuk memperhitungkan hasil
pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank .

(5). Guna pelaksanaan ketentuan pasal ini dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada
Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan
oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab vang ditentukan
oleh pasal 1813 KUHPerdata untuk :

a.

(1)

2

3

(1)
¢))
&)

Menutup asuransi atas beban Nasabah dan menentukan macam risiko asuransi
vang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, apabila Nasabah
tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dan (2) Pasal ini; dan
Sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, mengajukan
klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan
penutupan asuransi dan menerima pembayaran ganti rugi (klaim) dari
Perusahaan Asuransi serta memperhitungkan hasil pembayaran ganti rugi
tersebut dengan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank.

Pasal 12
BEBAN BIAYA-BIAYA

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung scgala
biaya vang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini termasuk
biaya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal Nasabah tidak nlakukan pembayaran /melunasi kewajibannya
kepada Bank termasuk Bagi hasil maupun biaya-biaya lainnya yang timbul
karena akad ini, sehingga Bank perlu menggunakan jasa Penaschat
Hukum/kuasa untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini
mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasehat Hukum, jasa
penagihan dan jasa jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut
hukum.

Nasabah wajib membayar kepada Bank secara bayar di muka biaya-biaya
sebagai berikut:

a. Biaya administrasi dan pengelolaan sebesar Rp....... 19)

b. Biayanotaris Rp............. 20)

¢. Biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Akad imi.

Pasal 13
PENYELENGGARAAN REKENING

Sebagai pelaksanaan Akad ini, Bank membuka Rekening Koran tersendiri
atas nama Nasabah yang dinamakan Rekening Pembiayaan

Penyelenggaraan Rekening Pembiayaan tersebut dilakukan cleh Kantor Bank
Cabang Syariah ............. dan/atau yang ditunjuk oleh Bank 21)

Untuk keperluan administrasi, Bank dapat mewajibkan Nasabah membuka
Rekening Giro pada Kantor Cabang .............. dan/atau yang ditunjuk oleh
Bank 22)



(4) Dalam menggunakan Rekening Pembiayaan tersebut, Nasabah tunduk pada
Syarat/Ketentuan Mengenai Rekening Koran yang berlaku pada Bank .

Pasal 14
HAK BANK UNTUK MENOLAK REALISASI
DANA PEMBIAYAAN DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU

(1) Bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak realisasi sisa saldo
pembiayaan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) b
Akad ini dan atau apabila kondisi Nasabah menurun menjadi Kurang Lancar,
Diragukan, atau Macet.

(2) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank
dapat mengakhiri jangka waktu Akad dengan mengesampingkan ketentuan Pasal
1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, schingga Nasabah wajib
membayar lunas seketika dan sekaligus atas seluruh kewajibannya dalam
tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah
dinyatakan cidera janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Akad ini

(3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan karena sebab apapun juga
dan menurut pertimbangan Bank, Nasabah tidak melunasi kewajibannya
berdasarkan Akad ini, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara
apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini dan atau dokumen
jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian vang tak terpisahkan dengan
Akad ini.

Pasal 15
KUASA KEPADA BANK ATAS REKENING NASABAH

Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi kuasa
kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini,
dan karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana diatur
dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUHPerdata, untuk sewaktu waktu
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, membebani dan atau mendebet
Rekening Giro dan/atau Rekening Pembiayaan dan atau Rekening lain milik Nasabah
yang ada pada Bank, untuk pembayaran pelunasan kewajiban Nasabah berdasarkan
akad ini, bagi hasil, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya pengikatan barang agunan,
dan biaya-biaya lain yang timbul dan karena pelaksanaan Akad ini.



Pasal 16
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-
pasal lain dalam Akad ini, Bank dan Nasabah memiliki hak dan kewajiban sebagai

berikut :

(1) Hak dan Kewajiban Bank
Hak Bank

a.

b.

&0

h.

Memperoleh pelunasan pembiayaan dan bagi hasil sesuai dengan
ketentuan dalam Akad ini

Mengawasi jalannya usaha Nasabah baik langsung maupun melalui jasa
Pihak Ketiga, dalam hal menggunakan jasa Pihak Ketiga seluruh biaya
vang timbul menjadi beban Nasabah

Menagih bagi hasil dan pelunasan pembiayaan pada Nasabah.
Melakukan penilaian/review terhadap  Laporan Keuangan yang
disampaikan Nasabah, selambat-lambatnya pada hari ke 10 (sepuluh)
sesudah Bank menerima Laporan Keuangan tersebut, disertai dengan
data dan bukti-bukti lengkap dari Nasabah.

Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha vang telah dilakukan
penilaian/Review oleh Bank kepada Nasabah sclambat-lambatnya pada
hari ke 10 (sepuluh) setelah Bank menerima Laporan Keuangan dari
Nasabah.

Mengelola/mengambilalih  jalannya usaha apabila Nasabah tidak
menjalankan usahanya sesuai dengan Akad ini.

Mengakhiri Akad ini secara sepihak apabila Nasabah dalam
menjalankan usahanya telah lalai, tidak jujur/curang, cidera janji
(wanprestasi) dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini
Menerima pelunasan pembiayaan dan bagi hasil yang belum dibayar
Nasabah dari hasil penjualan/ eksekusi barang agunan dalam hal
Nasabah lalai, curang, dan atau wanprestasi.

Tidak bertanggungjawab terhadap akibat hukum dari hubungan bisnis
antara Nasabah dengan Pihak lainnya dalam bentuk apapun.

Bank berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan itu baik secara langsung atau tidak langsung
terhadap usaha yang dikelola Nasabah.

Melakukan penyelesaian dalam rangka pelunasan dana berdasarkan
Akad ini baik melalui eksekusi jaminan maupun upaya hukum lainnya
Meneliti keabsahan dokumen dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan Akad ini

Kewajiban Bank

a.

Merealisasikan dana  pembiayaan sesuai dengan persyaratan vang

telah disepakati

b.

Menanggung kerugian usaha sebatas dana pembiayaan yang disalurkan
dalam Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena Nasabah



tidak jujur, lalai, curang, wanprestasi dan atau karena tidak
melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini,
maka seluruh kerugian menjadi beban Nasabah.

(2). Hak dan Kewajiban Nasabah

2.1. Hak Nasabah

d.

Mengajukan realisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam Akad ini.

b. Mendapatkan bagi hasil vsaha sesuai kesepakatan.

c.

Mengelola usaha dengan baik.

»

2.2. Kewajiban Nasabah

a.

oo

7 b

Melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang
berlaku dengan cara se-efekiif dan se-efisien mungkin dan dengan prakiek
usaha yang etis, benar dan tidak bertentangan dengan syariah.

Menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan fidak akan melakukan
perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank .
Menanggung biaya operasional perusahaan

Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dari hubungan bisnis
dengan Pihak lainnya.

Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat, jujur, hati-hati,
beriktikad baik, bertanggungjawab dan profesional untuk mencapai
keuntungan usaha yang maksimal.

Membayar bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

. Mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan dalam akad ini kepada Bank,

sesuai dengan yang disyaratkan dalam Akad ini.

Menyerahkan Laporan Keuangan tiap-tiap bulan, atas usaha vang dibiayai
dengan akad ini selambat- lambainya tanggal 10 bulan berikutnya.
Membayar denda atau ganti rugi apabila terlambat melakukan pelunasan atau
pembayaran pembiayaan dana dan bagi hasil pada Bank

Menanggung seluruh biaya operasional perusahaan

Jika pada akhir jangka waktu akad ini, Nasabah belum melunasi pokok
pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam Akad ini, Nasabah wajib
tetap membayar bagi hasil keuntungan sabagaimana diatur pada Pasal 7
Akad ini sampai dengan dilunasinya dana pembiayaan tersebut oleh Nasabah
Memenuhi  permintaan Bank, apabila pada saat Akad ini berakhir,
sedangkan scbagian pokok pembiavaan vang disalurkan Bank masih dalam
bentuk barang atau dalam bentuk hutang pada Pihak Ketiga, dan Bank
meminta barang tersebut dijual untuk melunasi pokok pembiayaan vang
telah disalurkannya atau meminta kepada pihak ketiga untuk segera melunasi
hutangnya

. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan secara jujur dan

benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri .
Segera memberitahukan kepada Bank tentang :
e Adanva perkara vang ferjadi antara Nasabah dengan pihak lain.



e Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan
Nasabah serta barang jaminan.

Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajaknya

p. Mengirimkan setiap keterangan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh
Bank.

q. Mengijinkan Bank atau wakilnya pada setiap waktu apabila dianggap perlu
untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan, pembukuan dan
catatan-catatan Nasabah dan semua biaya yang timbul menjadi beban
Nasabah. :

1. Menanggung seluruh kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaian,
kecurangan, wanprestasi atau kerugian yang timbul dari tindakan kesengajaan
atas Pengelolaan usaha.

e

Pasal 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin mengenai kebenaran hal-hal sebagai

berikut :

(1) Nasabah pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa berupa
apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Nasabah

(2) Bahwa semua dokumen, data dan keterangan vang telah diberikan oleh Nasabah
adalah lengkap dan benar.

Pasal 18
PENINJAUAN DANA PEMBIAYAAN

(1) Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan atau menurunkan
maksimum pembiayaan yang disalurkan kepada Nasabah, dalam hal terjadi
perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik didalar
maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut Bank dapat
mempengaruhi kondisi keuangan dan kemampuan Bank.

(2) Perubahan dimaksud pada ayat 1 (satu) diberitahukan secara tertulis oleh Bank
kepada Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal
perubahan dimaksud.

Pasal 19
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

(1) Melakukan investasi/penyertaan pada dan dengan Pihak Lain.

(2) Memasukkan modal dalam usaha yang berjalan.



Pasal 21
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PENYELAMATAN DAN PENYELESATAN

(1).Dalam rangka pengawasan, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.

oo

Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap
penggunaan dana pembiayaan yang disalurkan Bank oleh Nasabah .

Meminta keterangan tentang perusahaan Nasabah baik secara langsung maupun
melalui pihak lain.

Memeriksa pembukuan Nasabah

Memeriksa usaha dan obyek-obyek usaha Nasabah .

Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolan usaha Nasabah

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian dana sebagaimana akad ini, Bank
berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.
b.
c.

)

Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
Menempatkan petugas yang ditunjuk Bank pada usaha Nasabah.

Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan
usaha Nasabah, bila menurut pertimbangan Bank, Nasabah sudah diragukan
kemampuannya untuk menyelesaikan dan melunasi dana yang disalurkan Bank

Sewaktu-wakmu Bank  dapat mengambil alih manajemen usaha Nasabah
dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank,
Nasabah sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Pembiayaan .
Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan terhadap
dana pembiayaan yang telah disalurkan Bank pada Nasabah, apabila dianggap
perlu oleh Bank .

Mengumumkan nama Nasabah berikut Agunannya, apabila menurut penilaian
Bank , Nasabah tidak dapat melaksanakan pembayaran dana pembiayaan
vang telah disalurkan Bank .

Memasuki objek Agunan tanpa memerlukan persetujuan/izin terlebih dahuly,
memasang Papan Tanda, stiker atau bentuk-bentuk lainnya vang dipasang ke
atau dituliskan pada objek agunan pembiayaan

Nasabah menyetujui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Bank dalam
Pasal ini bukan merupakan tindakan pencemaran nama baik Nasabah ataupun
perbuatan tidak menyenangkan dan bukan bukan pula tindakan yang melanggar
hukum, sehingga Nasabah tidak akan mengajukan gugatan perdata maupun
pengaduan Pidana.

Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap
perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian, baik yang
dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.



Pasal 22
PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI

(1) Nasabah dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau menyimpangi salah satu
peristiwa berdasarkan Akad ini jika:

a.
b.

c.

Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
Nasabah tidak melakukan pembayaran dana pembiayaan sesuai jadual angsuran
atau pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Nasabah  telah melakukan penyimpangan atas tujuan penggunaan dana
scbagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akad ini

Pernyataan dan jaminan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Akad
ini tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Nasabah tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Akad ini.

Tidak membayar jumlah kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Akad ini
atau jumlah — jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad ini dan atau
dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad ini

Kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada
barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang,
disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang
menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi Pembiayaan
Nasabah

Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan
dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam
kelangsungan usaha Nasabah schingga kewajiban Nasabah kepada Bank menjadi
tidak terjamin sebagaimana mestinya.

Nasabah dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan,
termasuk tetap tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan atau
Nasabah dilikuidasi.

Bilamana terhadap Nasabah diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan
atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan
Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Nasabah) dapat
mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar kembali kewajibannya
kepada Bank.

Terdapat kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian atau akad antara
Nasabah dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi
dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran vang
telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian atau pelanggaran
terhadap Perjanjian tersebut.

Nasabah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan lain dalam akad ini (dan atau suatu penambahan, perubahan,
pembaharuan atau penggantinya) dan atau terjadinya pelanggaran terhadap atau
kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat
berkenaan dengan Akad ini.

m. Seluroh kekayaan Nasabah disita oleh Pemerintah atau Pengadilan.



n. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang terhadap Nasabah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga
Nasabah tidak berhak untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan atau
melaksanakan proyek.

0. Terjadinya perubahan yang mendasar atas Usaha Nasabah yang meliputi bidang
usaha dan perijinan yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk
memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad ini.

p. Nasabah tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam akad ini atau Nasabah lalai
melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam
Akad ini atau dokumen transaksi lainnya.

{(2) Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat :
a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Nasabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Akad ini.
b. Menolak realisasi dana dan atau mengakhiri jangka waktu Akad ini sebagaimana
dimaksud Pasal 14 Akad ini.
Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank dalam Akad ini, tidak
terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-
upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan dana yang telah disalurkan

Bank.

(o]

Pasal 23
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad ini, baik

sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan
melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena keadaan Memaksa (forcé
majeure).

(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (forcé majeure) adalah suatu peristiwa
atau keadaan vang tetjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para
Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan

 hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian
ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi
militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun
peraturan Pemerintah atau penguasa sefempat vang secara langsung dapat
mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ind.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (forcé majeure), pihak yang mengalami
peristiwa vang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (forcé majeure) wajib
memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan
melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang
mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut selambat-lambainya 14 (empat
belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

(4) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
pemberitahman dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima



pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh Pihak
tersebui .

(5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (forcé majeure), pihak yang

mengalami  keadaan memaksa (forcé majeure) wajib segera melaksanakan
kewajiban-kewajibannya vang tertunda.

Pasal 24
KORESPODENSI

(1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Akad ini dari satu pthak kepada pihak

lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir (b) surat fercatat,
dan (c) faksimili kepada alamat sebagai berikut :

Bank :
PT. BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang Syariah..............23)

Telepon : ...ccveevenenenns
Faksimili : .................

Kecuali jika ditentukan lain dalam Akad ini, maka segala pemberitahuan dan

korespondensi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan :

a. pada tanggal Nasabahan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar
sendiri ;

b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut

épabiia melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh
pihak vang bersangkutan ;

«©

‘ Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka pemberitahuan tersebut

&)

dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif, Segala pemberitahuan
dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Akad ini dilaksanakan dalam
Bahasa Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantumy/diatur dalam ayat (1) Pasal i wajib
diberitahukan secara tertulis oleh Pihak vang bersangkutan kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja scbelumnya. Apabila tidak ada
pemberitahuan secara tertulis, maka alamat vang tercantum/diatur dalam akad ini
alamat terakhir vang tercatat pada masing-masing pihak.



Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan akad ini antara Para Pihak berkenaan
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan akad ini, Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan funduk pada prinsip
svariah.

(2) Apabila dalam 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara
musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
tercapai kesepakatan, Para Pihak spakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan
AGAMA. sxcmvssvncss 25)

Pasal 26
HUKUM YANG BERLAKUDAN DOMISILI

(1) Akad ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara
Republik Indonesia

(2) Mengenai pelaksanaan Akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih
tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepanitraan Pengadilan

Pasal 27
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan
syarat-syarat dalam Akad Pembiayaan ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam
suatu addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari
Akad ini.

Pasal 28
PASAL TAMBAHAN 27)

ooooooooooooooooooooooooooo



Pasal 29
PASAL PENUTUP

Akad Pembiayaan ini ditandatangani di ............ , dibuat dalam rangkap 2 (dua)
diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang
sama dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Bank nomor .............. tanggal ...........
28)

BANK NASABAH

Saksi : 29

............................
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